BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dilakukan pembasahan dalam bab-bab sebelumnya maka dapat
dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Penerapan Peraturan Bupati No.

17 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting

Dinas Sosial Kabupaten Solok memiliki peranan yang sangat penting
dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023.
Peranan tersebut dijalankan melalui berbagai program sosial yang berfokus
pada perbaikan gizi keluarga miskin, edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan
koordinasi lintas sektor. Adapun bentuk peranan yang dilakukan oleh Dinas
Sosial Kabupaten Solok dalam penerapan kebijakan percepatan penurunan

stunting adalah sebagai berikut:

a) Menyalurkan bantuan sosial berbasis gizi kepada keluarga miskin melalui
program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan Pemberian Makanan

Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil yang berisiko stunting.

b) Melakukan edukasi melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang
diarahkan untuk meningkatkan pemahaman keluarga terhadap pentingnya

gizi seimbang dan perawatan anak.



c) Menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dalam memastikan

keterpaduan program penanganan stunting di daerah.

d) Menyediakan rehabilitasi sosial bagi keluarga rentan, sebagai bagian dari

intervensi jangka panjang.

e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai
efektivitas bantuan sosial dan peranannya terhadap pencegahan serta

penurunan angka stunting.

. Kendala yang Dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam Menangani

Percepatan Penurunan Stunting

Dalam pelaksanaan peranannya, Dinas Sosial Kabupaten Solok
menghadapi berbagai kendala, baik dari dalam (internal) maupun dari luar

(eksternal). Kendala internal yang dihadapi meliputi:

a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang menyebabkan
pelaksanaan program tidak berjalan optimal di seluruh wilayah

kabupaten.

b) Ketidakakuratan data penerima manfaat, yang menyebabkan distribusi

bantuan tidak tepat sasaran.

c) Lemahnya koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial dan OPD lain, yang

berdampak pada tumpang tindih atau kekosongan wilayah intervensi.



Sementara kendala eksternal yang dihadapi adalah:

a) Rendahnya literasi masyarakat tentang pentingnya gizi dan bahaya

stunting, yang menghambat partisipasi masyarakat dalam program.

b) Akses geografis yang sulit dan infrastruktur yang terbatas, terutama di

wilayah pegunungan dan jorong terpencil.

c) Strategi komunikasi yang belum efektif menjangkau seluruh kalangan
masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dan minim

akses informasi.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Dinas

Sosial Kabupaten Solok

a) Untuk mengatasi kendala internal, Dinas Sosial melakukan penguatan
kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pelibatan relawan, serta
membangun sistem data terintegrasi antar instansi dengan memanfaatkan

teknologi digital.

b) Untuk mengatasi kendala eksternal, Dinas Sosial memperkuat koordinasi
dengan OPD terkait melalui forum lintas sektor, melakukan edukasi
berbasis kearifan lokal dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka
agama, serta menjalin kemitraan dengan lembaga swasta dan organisasi
kemanusiaan guna meningkatkan aksesibilitas ke wilayah terpencil

menggunakan armada logistik dan teknologi



B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dirumuskan, maka saran yang

dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Solok diharapkan dapat meningkatkan alokasi anggaran
khusus untuk program percepatan penurunan stunting, terutama dalam
mendukung operasional Dinas Sosial dan memperluas jangkauan intervensi di

wilayah-wilayah terpencil.

2. Dinas Sosial perlu mempercepat pembangunan sistem data penerima manfaat
yang terintegrasi dan berbasis digital, agar penyaluran bantuan menjadi lebih

tepat sasaran dan efisien.

3. Diperlukan penguatan strategi komunikasi publik yang lebih inklusif dan
berbasis komunitas lokal, agar informasi terkait stunting dan layanan pemerintah
dapat dipahami oleh semua lapisan masyarakat, khususnya di daerah yang

memiliki tingkat literasi rendah.

4. Sinergi lintas sektor harus terus diperkuat, baik melalui forum koordinasi reguler
antar-OPD, maupun kerja sama dengan sektor swasta, organisasi sosial, dan

media lokal, agar penanganan stunting menjadi tanggung jawab bersama.

5. Perlu dilakukan pelatihan dan pembinaan rutin kepada petugas lapangan, kader
desa, dan relawan, agar mereka dapat menjadi agen perubahan yang efektif

dalam mengedukasi masyarakat dan mendampingi keluarga berisiko stunting.
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